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NOMOR ¢1 TAHUN 2008

TENTANCG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANCOCARAN 2008
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sehagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomoer 8 Vahun 005 tentang Penctapan Peraturan
demerintah Pengganti - Undang-Undang . Nomor 3 Tahun 2005 Tentang
Perubahan Undane-Undang Nomoer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah menjadi - Undang-Undang. Kepala Dacrah mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anguaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
kepada Dewan Perwakilan  Ralivat Daerah  (DPRD) untuk memperoleh
persetujuan bersama:

bahwa Racangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Deoralh (APBD) yang digjukan  schagaimana dimaksud dalam  hurut a,
nertpakan perwujudan dari Rencua Kerja Pemerintah Dacrah Tahun 2008
vang dijabarkan kedalam kebijakin umim APBID serta prioritas dan plafon
angga an ving telah disepakati besama antara pemerintah daerah dengan DPRD
pada tangeal | Sepiember 20075

bahwa berdasarkan pertimbangan ~ebagainana dimaksud pada hurul’a dan hurat
b, perlu menetapkan Peraturan Dacrah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timar Tahur Anggaran 2008.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1936 tentang Pembentukan Dacrah-daerah
Otonem Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Sclatan dan Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Tahun 196 Nomor 05 Tambahan Eembaran Neeara: Nomor
1106}

Undang-Undang Nomor {2 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan [embaran Negara
Nomor 3312} sebagaiman:. telah diubah dengan Undang-Undang Nomor |2
Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan lLembaran
Negara Nomor 3569).

Undang-Undang Nomor 1% Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negart  Tahun [997 Nomer 41. Tambahan Lembaran
Negara  Nomor 3685) s:bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 tahun 2000 (1 smbaran Negara Fahun 2000 Nomor 246 Tamthahan
f.embaran Negara Nomo. 4048}

Undang-Undang romor 2. Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (1.embaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Tahun 1994 Nomo.: 3688,

Undang-Undang nomor 28 Tah.u 1799 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korinsi, Folusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahan 1999 Nomor 75, Tam «ahan Lombaran Negara Nomor 38310

Undang-Undang Nomor 17 Tahu i 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tamoahan [.embaran Negara  Nomor 4286):

Undang-tIndang Nomor | “ahun 2004 tentang Perbendaharaan  Negara
(Lembaran Negara Tawn 2 )4 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Nomor
4355):
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Undang-Undang Nomor 10 Talun 2004 tentang Pembentukan Peraturas
Perundang-undangan (i.embaran ivecara  Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 43895

L dong-Uindang Nomor 135 Tahua 2004 wentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Igeurgiawab Keuangan Negara dlenbaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,
T ambahan |embaran Negara  No nor 400},

Undang-U dung Nomor 25 Thhun 2004 tentang  Sistem Perencanzan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor {04, Tambahan
l.embaran Negara Nomor 4421

Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara  Tahun 2004 Nemor 1230 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 Tentag Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Fahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang {L.embaran Negara
Tahun 2005 Nomor 108, Tam.oahan Lembaran Negara Nomor 4548);

Undang-tindang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerntahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Ler.baran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomo- 200 Tahun 2001 fentang  Pembinaan dan
Pengawasan alas Penyelerggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nemor 41 Tarmbahan [Lembaran Negara Nomor 4090):

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Jahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Negara Tahun 200! Nomar 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138):

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahan 2001 tentang  Retribusi Daerah
(Lembaran Negara  Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan |embaran Negara
Nomor 4 36);

Peraturan Pemerintah Noraor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Angeoti DPRD (Lembaran Negara  Tahun 2004
Nomor ¢0., Tambahan Lemburan Negara Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Peinerintah Nomor 37 Tahun 2003 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintab Nomr 24 Tahun 2004 tentang  Kedudukan
Protokoler dan Keuangan P.mpiian dan Anggota Dewar. Perwakilan Rakyat
Dacrah (Lembaran Negara  Tahon 2005 Nomer 94, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nom r 23 ‘Fahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum(Leribarir Negara  Tahun 2005 Nomor 48. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4502

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Standar  Akutansi
Pemerintahan {Lembaan Negary Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan [.embaran
Neoara Nomor 4503):

Peraturan  Pemerintah Momwor 3 Tahun 20035 tentang Pinjaman  Dacrah
(lembaran Negara Tahua 2005 Nomor |36, Tambahan [embaran Negara
Nomaor 4374):

Peraturan  Pemenntah Nomor 55 Taaun 2005 tentang Dana Perimbangan
¢ .embaran Negara Tahun 2005 Nomox [37. Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4575

Peraluran  Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Sistem  Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara  Tabun 2005 Nomor 138. Tambahan
lLembaran Negara Nomor 437613

Jeraturan Pemerintah Nomor 57 Tuhun 2003 tentang Hibah (Lembaran Negara
Cahun 2005 Nomor 139, Tambahan f.embaran Negara Nomor 4377},

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Dacrah (Lembaran Negara Tahon 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara  Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Vanun 20605 tentang Pedoman Penyusunan dan
Pererapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
' Tambahan Lembaran Negara " lomor 4385).



[
N

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Aw < Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahuy 2004 tentang kedudukan Protokoler dan ko angan
Pimpinan dan Anggota Dev an Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Pemeriniah
Nomor 37 Tahun 2006 te wtang Perubechan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 teang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Pervakilan Rakyat Dacrah. Peraturan Pemerintah Nomor
2| Tahun 2007 Tentang Pert bahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakya' [Daerah:

26, Peraturan Pemerintah Nomor & Trhun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah ( .moaran Negara Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara “Jomor 4614

27, Peraturan Pemerintah Nomur 38 "shun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan  antara  Pemcrintii,  Pemerintahan  Daerah  Provinsi  dan
Pemerintahan Dagrah Kabupaten'Ko . y Lembaran Negara Tahun 2007 Namor
82, Tambahan Lembaran Negara M umor 4737}

-

28 Peraturan Menteri Da'am 1 uert Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dacrih,

A

29, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 300 Tahuir 2007 Tentang Pedoman
Penyusunan APBL Tabun 2008:

30, Peraturan Menteri Delam Nee i Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Pengelolaan Belanja Pem lihar Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Dacrah:

31, Peraturan Daerah Provine Kalimatan Timur Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan [Yacrah.

Dengan Persetujuan Bersana
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAFERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008,

Pasal 1

Angearan Pendapatan dan Be'onjo Dacrah Tahun Anggaran 2008 sebugai berikut:

l. Pendapatan Dacrah po 043 809.881.000.00
2 Belania Dacrah Rp. 6607.313.825.148.00
(-
Surpl = {Defisit) (R}~ 2.023.:443.944 . 148.00)
3. Pembiavaan Daerah :
a. Penerimaan Rp. 2.080.443.944.148.00
h. Pengeluaran Rp.  57.000.000.000.00
(-)
Pembiayaan Netto  Rp. 2.023.443.944.148.00
{-)
Sisa [.ebih Pembiavaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. -

Pasal .

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana sebagaimana « imaksud dalam Pasal | terdiri dari

a. Pendapatan Asli Daerab sejumlah Rp. 1.237.530.200.000.00
b.  [Dana perimbangan sejumlah Rp. 2.783 139.081.000.04
¢, Lain-lain pendapatan daerah vang sah sejumtuh Rp. 3.200.000.000.00
(2} Pendapatan Asli Daerah schagaimana dimaku | pada avat (1) hurula werdici dari jenis pendapatan:
a.  Pajak dacrah sejumlah Rp. 984.800.0:).000.00
b, Retribusi dacrah sejumlah Rp.  120.998.200.000.00
¢.  Hasil pengelolaan kekayaan daerah yany dipisahkan sejumlah Rp. 32.325.000.000,00

d. Lain-tain pendapatan asli daerah vang sah sgjumlah Rp.

119.407.000.000,00



PDana perimbangan sebagaimana dimaksud paca avat (1) huruf b terdiri dari jenis pena.natan:

a. Dana bagi hasil sgjumlah Rp. 2.636.910.82:.000.00
b. Dana alokasi umum sejumlah Rp.  126.228.861.000,20
¢, Dana alokasi khusus sejumlah Rp. -

Lain-lain pendapatan dacrah vang sah scbagaiman 1 cimaksud pada ayat (1) hurut ¢ terdiri dari
jenis pendapatan:

& Hibah sejumlah Rp. 3.200.000.000.00
b, Dana darurat scjumlah Rp. -
¢.  Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp.
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejun 7 h Rp. -
¢, Bantuan kevangan dari provinsi atau dasi peraerintish dacrah
lainnya sejumlah Rp. -
Pasal 3

Belanja Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal T terdiri dari

a.  Belanja Tidak Langsung sejumiah Rp 3.676.861.217.654,00
h.  Belanja Langsung sejumlah Rp. 2.390.455.607.494,00
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a.  Belanja Pegawai scjumiah Rp.  499.003.707.035,20
b. Telanja Bunga sejumiah Rp. -

¢.  Belanja Subsiii sejumlah Rp. -

d.  Belanja Hikah sejumlah Rp.  989.927.726.578.00
¢, Belanja Bantuan sosial sejumlah Rp.  149.5300.000.000.00
[ Belania Bagi Hasit kepada Kabupaten/Kota sepnmlah Rp.  789.374.784.040,80
¢ Belangi Bantnan Keuangan kepada Kabupaten Ko sejumiah Rp. 1.224.055.006.000.00
h. Belanji Tidak Terduga sejumlah Rp. 5.000.000.000.00
Belanja Langaung sehagaimana dimaksud pada axar (1 harat b terdiri dart jenis helanju:

4. Belanja Pegawai sejumlah Rp.  191.025.825.570.00
b, Belanja Barang dan JTasa sejumlah Rp. 738.274.883.0453.00
¢ Belanja Modal sejumnlah Rp. 1.441.134.900.481.00

Pasal 4

Pembiavaan Dacrah sebag imana dimaksud dalam pasal * terdiri dari : )
a. Penerimaan seumiah Rp. 2.080.443.044.148.00
b.  Pengeluaran sejumlih Rp. 37.000.000.000.00

Pencrimaan sebagaimana dimakud pada ayat (1) hural a terdirt dari jenis pembiayaan -
4. Sisa [ebih Perhitungan Anggaran Tahun Angearan

schelumnya (Sil.pA)sejumlah Rp. L8RO.A453.944. 14800
b.  Pencairan dena cadangan scjumlah Rp. -
¢. Hasil peniualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. -
d.  Penerimaan pinjaman daerah scjumlah Rp.  200.000.000.600.00
¢, Penerimaan kembali pemberian pinjaman & jumlah Rp. -
. Pencrunaan pivtang dacrah sejumlah Rp. -

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ¢ [y hurut b terdiri dari jenis pembiavaan:

4. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. -
b, Penyertaan modal (investasi) pemerintah dirah sejumtah Rp. 37.000.000.000,00
¢.  Pembavaran pokok utang sejumlah Rp. -
d.  Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. -
Pasil 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
terrantum dalam Lampiran yang merupakan bagian » ang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri

dari:

i Lampiran i Ringkasan APBD:

2. Lampiran 1l Ringkasan APBD menurit Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi,

3 Lampiran I Rincian APBD  menurut  Urusan  Pemerintahan  Daerah.  Organisasi.
Pendapatan, Betanja dan Pemb i vaan:

4 Lampiran v Rekapitulasi Belanja menirat Urusan Pemerintahan Dacrah,  Organisasi,

Program dan Kegiatan:



5. Lampiran \Y

6. Lampiran Vi
7. Lampiran VII
8. Lampiran VIl
9. Lampiran IX
10). Lampiran X
11. Lampiran Xl

12. Lampiran  XII
13. Lampiran X111

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara,

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Dacrah;

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan
dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran int;

Daftar dana cadangan daerah ; dan

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berdaya laku surut sejak tanggal

1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 8 Januari 2008

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Januari 2008

Pit. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

YURNALIS NGAYOH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. SYAIFUL TETENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,

%[

H. Sofyan Helmi, SH, M.Si

Pembina Tingkat |
Nip. 550011 071



